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 Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil 
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pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh 
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MOTTO 

“Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu 

membunuh orang lain, atau bukan membuat kerusakan dimuka bumi, maka 

seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang 

memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara 

kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka 

rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, kemudian 

banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam 

berbuat kerusakan dimuka bumi” 

    ( Q.S. Al- Ma’idah ayat 32 ) 

  

Semua orang pernah melalui fase gagal dan itu sungguh menyakitkan. Tapi yang 

paling menyakitkan ialah ketika kamu tidak berusaha, namun merasa sudah gagal. 

- Rifrinda Nur Affiani 
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	2.1 Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan

	Hilman Hadikusuma juga mengemukakan pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa, membunuh artinya membuat supaya mati, pembunuh artinya orang atau alat yang di gunakan membunuh dan pembunuhan berarti perkara ...
	2.2 Macam-macam Tindak Pidana Pembunuhan

	Sebagaimana telah dikemukakan pada uraian sebelumnya, dalam KUHP mengatur tentang kejahatan terhadap nyawa yang disebut sebagai pembunuhan. Pembunuhan sendiri terbagi menjadi beberapa bentuk pokok kejahatan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP sampai deng...
	Macam-macam kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) dalam KUHP adalah sebagai berikut:
	a. Pembunuhan biasa (pasal 338), yang berbunyi :
	Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun.
	b. Pembunuhan dengan pemberatan (pasal 339), yang berbunyi :
	Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ...
	c. Pembunuhan berencana (pasal 340), yang berbunyi :
	Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.
	d. Pembunuhan bayi oleh ibunya (pasal 341), yang berbunyi :
	Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa dia melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
	e. Pembunuhan bayi berencana (pasal 342), yang berbunyi :
	“Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya karena takut akan diketahui bahwa dia akan melahirkan anak, menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena melakukan pembunuhan anak sen...
	f. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (pasal 344), yang berbunyi :
	“Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.
	g. Membujuk/membantu agar orang bunuh diri (pasal 345), yang  berbunyi :
	Barang siapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.
	h. Pengguguran kandungan atas izin ibunya (pasal 346), yang berbunyi :
	Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
	i. Pengguguran kandungan dengan tanpa izin ibunya (pasal 347), yang berbunyi :
	(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
	(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
	j. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandung (348), yang berbunyi :
	(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan
	(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
	k. Dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran/matinya kandungan (pasal 349), yang berbunyi :
	Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut dalam pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal itu...
	Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP diartikan sebagai pembunuhan dan dikualifikasikan menjadi beberapa macam dan jenis pembunuhan serta hukumannya sesuai dengan pasal yang diatur dalam KUHP.
	2.3 Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan

	Tindak pidana penganiayaan secara umum merupakan kejahatan terhadap tubuh manusia, yang diatur mulai Pasal 351 KUHP sampai dengan Pasal 358 KUHP. Akan tetapi dari seluruh ketentuan yang tertuang dalam KUHP tersebut tidak ada satupun yang memberi batas...
	Poerwodarminto juga berpendapat bahwa Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain, Penganiayaan ini melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan...
	Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kehendak atau tujuan harus dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Hal tersebut harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimb...
	Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana penganiayaan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan.
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	Perbedaan antara kematian dalam tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan sangatlah tipis, pada kenyataannya sangat banyak ditemukan seorang Terdakwa melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, namun ternyata dituntut dan diputus bersala...
	Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan Biasa: Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
	Kemudian, Pasal 354 KUHP tentang Penganiayaan Berat Berakibat Mati:
	(1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun;
	(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.
	Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa perbedaan kematian tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain dan matinya orang tersebut dikehendaki oleh pelaku. Sedangkan penganiayaan merupakan perbuatan yang men...
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	BAB III
	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Meninggalnya Korban Dalam Tindak Pidana Pembunuhan.

	Sebelum membahas tentang pertimbangan hakim dalam menentukan meninggalnya korban dalam tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan (Studi kasus putusan perkara Nomor: 26/Pid.B/2014/Pn.Atb), terlebih dahulu dipaparkan duduk perkara, sebagai berikut.
	Kasus tersebut bermula ketika Terdakwa pulang pesta yang diadakan di Balai Desa dan hendak menuju kerumah pamannya yang kebetulan rumahnya dekat rumah korban. Awalnya Terdakwa dengan korban kenal karena sebelumnya pernah terjadi percekcokan akibat ist...
	sedangkan korban melarikan diri kearah jalan raya kemudian ditolong oleh warga.
	Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka tusuk yang cukup parah dan terlambat mendapatkan pertolongan sehingga korban kehabisan darah yang mengakibatkan kematian. Sehubungan dengan peristiwa tersebut Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan N...
	Dalam perkara pidana Pembunuhan tersebut, Terdakwa Rofianus Asa alias Asa Mali dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan berbentuk Subsideritas sebagai berikut :
	b. Dakwaan Primer
	Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan biasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP.
	c. Dakwaan Subsidair
	Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan berakibat mati, sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (2) jo ayat (1) KUHP.
	d. Lebih Subsidair
	Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan biasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) jo ayat (1) KUHP.
	Selanjutnya, pada tahap pembuktian untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :
	1. Keterangan Saksi
	Keterangan saksi merupakan salah satu dari beberapa jenis alat bukti yang berperan penting dalam membuktikan terjadinya suatu tindak pidana. Dalam perkara ini penuntut umum menghadirkan empat orang saksi yang terdiri dari Saksi Korban, saksi tersebut ...
	2. Surat
	Sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, surat juga merupakan suatu alat bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa telah terjdi suatu tindak pidana. Dalam perkara pidana yang berkaitan dengan tubuh manusia seperti tindak pidana pembunuhan, surat menjadi ala...
	Hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Visum et Repertum (VER) menerangkan bahwa: Korban mengalami luka tusuk pada dada kanan, dada kiri dan perut bagian kiri, patah tulang rusuk ketujuh sebelah kanan, luka iris pada pipi, lengan atas kanan, lengan baw...
	3. Keterangan terdakwa
	Terdakwa Rofianus Asa pada pokoknya mengakui dan membenarkan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum. Selain mengajukan alat bukti tersebut di atas, Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa sebilah parang yang panjangnya kurang lebih 50 cm dengan ...
	Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan diperoleh suatu fakta hukum dan karenanya Penuntut Umum berpendapat serta berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan, ...
	Bahwa oleh karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berdasarkan gradasinya, dimana terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer dengan ketentuan apabila dakwaa...
	Bahwa dalam dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 338 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut: 1. Unsur barang siapa; 2. Unsur dengan sengaja; 3. Unsur menghilangkan nyawa orang lain; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mem...
	Ad. 1 Unsur barang siapa: Menimbanng, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau naturlijke personen, yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukann...
	Ad. 2 Unsur dengan sengaja: Menimbang, bahwa arti dari kesengajaan (dolus) tidak diatur secara jelas di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun terhadap arti sengaja (opzettelijk) oleh banyak ahli telah memberikan pendapatnya yang pada intinya a...
	Ad. 3 Unsur menghilangkan nyawa orang lain: Menimbang, bahwa menghilangkan nyawa adalah membuat orang menjadi tidak bernyawa atau mati. Bahwa matinya korbanPaulus Mau Bere dalamperkara aquo merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan oleh ...
	Dalam hal itu peneliti tidak sependapat oleh putusan hakim, dengan alasan sebagaimana terurai di bawah ini :
	Penuntut Umum dalam surat tuntutannya (Requisitoir) menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP, dan dijatuhi pidana penjara (Verordeling) s...
	Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan subsidaritas, primer melanggar Pasal 338 KUHP, subsider melanggar Pasal 354 ayat (2) jo ayat (1) KUHP, lebih subsider melanggar Pasal 351 ayat (3) jo ayat (1) KUHP.
	Fakta yang terungkap di persidangan seperti keterangan saksi, keterangan Terdakwa, Visum et Repertum (VER), serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum. Hakim berpendapat bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sengaja adanya niat menyebabkan kor...
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	Berpijak pada rumusan masalah yang ada dikaitkan dengan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan dan menentukan kematian korban tidak tepat, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidanga...
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	DAFTAR PUSTAKA

